
,BUPAfI LAMPUNG TIMUR
 
PERATURAN DAERAH KABUl>ATEN LAlVIJ>UNG TIMUR
 

NOlVIOR: 26 TAHUN: 2000
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KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
'. 

DENGANRt\HMATTUHANYANGMAHAESA 

BPPATI LAMPUNG fIIVIUR 

Menimbang : a.	 bahwa tugas utama Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa 

adalah Penyclcnggara dan Penanggungjawab utama Bidang 

Femerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka 

menyelenggarakan Urusan Pemerintah Desa, Urusan Pemerintah 

Daerah dan Urusan Pemerintahan umum tel masuk Pembinaan 

Ketentraman dan Ketertiban; 

b. bahwa	 sebagai upaya untuk menjamin serta meningkatkan 

kelangsungan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pelaksanaan 

"Pemerintahan	 di Desa, maka diperIukan adanya Kerjasama dan 

rnencegah kemungkinan tcrjadinya perselisihan; 

c.	 bahwa untuk memenuhi kehendak dari 'Ketentuan Pasal 65 s.d 67 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang 

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah Kabupatcn Lampung Tirnur; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomoi 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat 1 Lampung ,( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688 ); 

2.	 .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah :Tingkat II Way Kanan, Kabupaten .Daerah 

Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 

. ( Lembaran Negara	 Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

NegaraNomor 3825); 



3.	 Uudang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839 ); 

4.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang 

Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan 

} Ienteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai 

Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1979 tentang 

Pernerintahan Desa ; 

5.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ; 

DENGAN PERSETJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKY1\1' DAERAH KABCP.-\rEN 

LAMPUNG TIMUR. 

:MEMUTlJSKAN 

Menetapkan	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN L.L\1\fPlJNG TIMUR 

TENTANG KERJASAlvfA ANTAR DESA KAHUPATEN 

LAlVIPUNG TIIVlUR. 

BABI
 

KETENTUAN Ul\-lUM
 

Pasal 1
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a.	 Gubemur adalah Gubemur Lampung 

b.	 Bupati adalah Bupati Lampung Timur 

c.	 Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Lampung Timur 

d.	 Kecamatan adalah Wiiayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengur-is kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dalam Sistern Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah 

Kabupaten. 

e.	 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 



setcmpar yang diakui (Ham Sistem Pemerinrahan 

Kabupaten, 

Nas. mal clan berada di Daerah 

f. Kerjasama adalah suatu usaha antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling 

menguntungkan dalar.i Penyelenggar•. aa Pemerintah, Pembaugunan dan 

Kemasyarakatan di tingl at Desa, 

g. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam 

Penyelenggaraan Pernerintahan, Pembangunan dan Pembinaan rnasyarakat eli tingkat 

Desa. 

h. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Permusyawarahan 

Permufakatan yang bcrfungsi mengayomi ada: istiadat, membuat Peraruran Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mclakukan pengawasan 

terhadap Penyelenggaraan Pemerinrahan Desa, 

BA B II
 

BENTUK KERJASA1V£A
 

Pasal2
 

Kerjasama Antar Desa cl2~)al dilakukan antar Desa dala-n saru Wilayah Kecar.iatan, atau 

Desa dalam satu Kabupaten atau dua atau lcbih Wilayah Kec arnatan, antar Desa dalam satu 

Propinsi, 

Pasal3 

Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dapat dilakukan oleh dua rtau 

lebih Desa dalam objek krjrsamanya meliputi urusan Bidang Pernerintahan, Pembangunan 

clan Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan bcban maupun yang menguntungkan bagi 

masyarakat Dcsa yang bersangkutan. 

PELAKSANA KERJASAfdA 

Pasal4 

0)	 Kcrjasama :111[a1' l icsa scbagaimaua dimat.sud dalam Pasal _, ditctapkan dcng.m 

Keputusan bcrsam.i yang ditandatangani olch Kepala Desa yang bersangkutan dan 

dibuat masing-rnasing yang bersangkutan diketahui Camat. 
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(2)	 Untuk Pclaksanaa.i Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) Pasal ini dapat 

dibentuk Badan Kerjasama, 

(3)	 Keputrsan hersama sebagaimaua dimaksud dalarn ayar (1) Pasal ini memuat ketentuan 

tentar g hal sebagaimana berikut : 

a. Ruang lingkuj bidang yang dikerjasama..an 

b. Susunan Perscnalia 

c. Tara cara pelaksanaannya, 

d. Pembiayaan 

e. Jangka Waktu 

f. Lain ~ lair: yang dianggap perlu. 

(4)	 Kepurusar, bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mulai berlaku 

sejak tanggal diretapkan clan harus dilaksanakan olch Dcsa-Desa yang melakukan 

kerjasama, 

(5)	 Dalarn hal terjadi perubahan, penundaan dan pencaburan Keputusan bersama hams 

disetujui oleh pihak yang mclakukau atau dari para Kopala Desa yang melakukan 

kerjasarna. 

(6)	 Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan clan pencabutan 

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, maka Camat yang 

bersangkutan dapat n.cngamhil Keputusan, apabila Camat yang bersangkutan tidak 

dapat mengambil Keputusan, maka Bupati bertindak mcngambil Keputusan. 

BIAVA PELAKSANAAN
 

Pasal5
 

Biaya Pelaksanaan Keg-atan Antar desa dibebankan kepada masir g-masing desa yang 

bersangkutan, 

PasaI6 

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil gana Pelaksanaan Kegiatan 

Kerjasama Antar Desa, Camat yang bersangkutan wajib i.iemberikan petunjuk, bimbingan 

dan pengawasannya. 
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PERSKLlSUIAf\l 

Pasal '7 

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibar dari Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, maka 

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputnsan dalam Penyelesaian 

Perselisihan Antar Dcsa adalah : 

a.	 Camat untuk persclisihan antar Lcsa dalarn suatu Wilayah Kccamatan 

b.	 Bupati untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalarn suatu wilayah 

Kecamatan 

c.	 Untuk perselisihan antar Desa dengan Desa yang tidak tcrrnasuk dalam suatu Wilayah 

Kabupaten, Bupati menyerahkan kepada Gubemur, 

d.	 Untuk perselisihan an tar Desa dengan Desa vang tidak termasuk dalam satu Wilayah 

Propinsi, Gubernur menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri 

Pasal8 

Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 clilaksanakan 

secara musy awarah I mufakat, hasi1nya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang 

ditandatangani oleh masng-rnastng Kopala Desa yang berselisih clan disaksikan oleh 

Pejabat diatasnya. 

B AB III 

KETENTUA-l~ PENUTLJP 

Pasal9 

Ketentuan-ketentuan sel-agaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman 

bagi Pemerintah Desa dalam mengadakan Kerjasama Antal' Desa, 

Pasal 1(\ 

Dengan berlakunya Pe.aruran Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur rentang 

Kerjasama hntar Desa clan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dcngan Peraturan 

Daerah ini dinyatakan tidak berlaku, 0 
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Pasal 1.1 

, 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeran ini akan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati sepanjarg rnengenai pelaksanaannya, 

PasaI12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan seriap pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatanny i dalam Lembarar Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Ditetapkan di : Sukadana 
'Fada tanggal : 31 Oktober 2000 

;A .BTJl~ATI LANIPUNG Tlj\f(JR 
". 

II'. H. IRli'AN N. DJAFAR, CES 

Disetujui oleh DPIll Kabupaten Lampui.g Timur 
Dengan Surat Keputusan Nomor . 170/ 33/ X / SK / DPRD - LTM / 2000 
Tanggal 31 Oktober 2000 

Diundangkan eli Sukaclana 
Pada Tanggal 07 November 2000 

KABUPATEN LAlv:iPUNG Tlj\1UR 
2LAKSA1~ATUGAS 

4 / 
, 

LEMBAR~DAEHAH KABUPATEN LA.M.PljNG TIMUR TA.HUN 2000 NOMOI{ : 26 



PIL'\TJELASAN
 

A'rAS
 

PERATFRA1'l DAERAH KABlJPATEN LAlVlPUNG TIMUR
 

NOMOR: 2h 'fAHJJN: 2000
 

TENTAl'~G 

KERJASAl\1A ANl 'AR DESA
 

KABlJPATEN LA?vlPUNG TIlVrUR
 

A.	 PEN.J ELABAN l r~1UM 

Bahwa dalam meningkatkan Kernajuan dan Kemakmuran Desa disegala scgi, termasuk 

dalam upaya Peningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan 

Kemasyarakatan, maka diperlukan Kerjasama yang meruadai an lara Desa-Desa atau 

Iebih, baik dalarn satu Wilayah Kecamatan atau antar Desa yang tidak berada dalam 

satu Wilayah Kecamatan tetapi dalam satu Kahupaten atau antara Desa tidak dalam satu 

Kabupaten. 

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 s.d Pasal III 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 clan Pasal 6S s.d Pasal 67 Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan 

mengenai Desa, maka perlu diatur Kerjasama Antar Desa dalarn bentuk Peraturan 

Daerah Kabupaten, 

B.	 PEN.n::LASAN PASAL DE~n PASAL 

Pasal 1 s.d 12 : Cukup Jelas. 


